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Buku Hukum ini yang berjudul “Hukum Kepolisian Kedudukan Polri
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”
karya Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H., M.Hum. Diterbitkan pertama kali oleh
LAKSBANG GRAFIKA di Surabaya 2013. Kepolisian yang kuat telah
ditetapkan sebagai prasyarat penting dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara karena di tangan kepolisian yang kuat, maka
Undang-undang akan menjadi hukum yang hidup, sebaliknya ditangan
kepolisian yang lemah, Undang-undang hanya bagaikan barang mati. Oleh
karena itulah kepolisian menjadi salah satu profesi yang standar idealnya
ditentukan ole PBB, seperti ratio jumlah personil polisi dibanding dengan
jumlah penduduk suatu negara yang ideal adalah satu polisi membawahi
empat ratus orang masyarakat. Kesejahteraan polisi ideal adalah apabila
gaji seorang polisi lebih tinggi dari gaji seorang pegawai keuangan negara
dan perbankan pada strata dan golongan yang sama, prasyarat penting
acuan internasional semacam itu ternyata masih diabaikan di negara kita.
Pada akhir buku ini, disimpulkan bahwa, kedudukan Polri dalam organisasi
kenegaraan ini dilandasi oleh suatu konsep adanya kebutuhan lembaga
kepolisian yang mandiri (independen) dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Kepolisian
Negara Indonesia yang profesional berorientasi pada masyarakat yang
dilanyani, penegakan hukum yang adil dan netral serta perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengabdi
masyarakat. Di dalam UUD 1945 memang tidak diatur secara jelas tentang
kedudukan Kepolisian di bawah Presiden, lain halnya dengan Angkatan
darat, angkatan laut dan angkatan Udara yang diatur secara tegas dan jelas
dalam pasal 10 di UUD 1945.
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